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AKIBAT MALPRAKTEK DALAM PROFESI Kf, DOKTERAN
(Suatu Tinjruan Hukum Perdata)

Oleh :
Joko Nur Sariono

Malpraktek atau proktekyang salah alau kurang baik yang drlakukan oleh profesi
kedokteran. memberi wacana baru dalam ilmu hukunr. 'l ingginyo kesadaran
masyarahat akon layonan dari seorong dokter, menunlu, kehalt-ha,iun seorang

dokler untuk bekerja berdasarkan sldndar pro.fbsi yang selalu mengedepankan
morsl dan dedikasi yang linggi terhadflp kesehatan manusia Ktlaialan'
kesalahqn apapun bentuknya dalam praktek profesi kedokteran mcniadi mungkin
untuk menladi bahan hukum "penilaion" terhadap praktek yang kurang

.lipertanggungJav'obkan baik dalam hukum perddta, pidona maupun administrasi.

Pendabuluan
Dalam dekade ini permasalahan

hukum di bidang kesehatan khususnya di
bidang kedokteran semakin meningkat
frekuensinya. Hal ini tercermin dalam
memb€rikan berbagai media masa yang
notabene telah te{iadi pergeseran nilai-nilai
atau pandangan masyarakat yang kritis dan
sadar hukum saat ini terhadap pelayanan
kesehatan yang dilakukan oleh dokter,
bahkan secara nyata penuntutan terhadap
tenaga kesehatan atau dokter baik secara
pidana mauprm Perdata semakin meningkat
jumlahnya.

Profesi kedokteran memang sulttu
profesi yang spesifik, oleh karena ia
langsung berhubungan dengan masyarakat
atau lebih khusus lagi dengan kesehatan
manusia. Hal yang demikian membawa
konsekuensi terhadap profesi kedokteran
akan banyak mendapat sorotan tajam oleh
masyarakat dari peristiwa-peristiwa 1'ang

menyangkut kesalahan profesi dalam
pel ayanannya terhadap pasien

Pada dasarnya profesi dokter adalah
bukan profesi bisnis, tetapi suatu profesi
yang disertai dengan moralitas tinggr yang
mana setiap dokter harus siap setiap saat
kapan saja dan dimana saj4 disamping itu
ia mempunyai kewaj iban pula untuk
mengadakan penelitian terhadap
kemungkinan timbulnya penyakit baru.
Oleh karena itu dalam menjalankan tugas
kemanusiaan, dokter dibebani ketentuan-
ketentuan yang berat dan ketat yakni etika
kedokleran.

Bertambahnya tuntutan-tuntulan
Perdafa di masa mendatang tidak saja
disebabkan oleh bertambahnya
kemampuan warga masyarakat dalam
menilai, akan tetapi juga oleh faktor-faktor
lainnya yakni biaya pelayarran kesehatan
yang semakin meningkat menurut ukuran

,-, ,..dava.kli dari. masyarakat rdia-rata. Lama

Al(ibat Aolprurtck dalom Profcsi Kedottcran
(Suatu Tinjaton HaAum Perdatd)
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kelamaan mereka akan menyadari bahwa
perawatan yang diberikan dengan biaya
yang mereka berikan semakin lama
semakin tidak sesuai karena itu hasrat
untuk menuntut akan semakin besar
apabila pola interaksi antara dokter dan
pasien dirasakan semakin lugas dan formil.
Seorang pasien tidak cukup hanya
mendapatkan perawatan fisik saja, akan
tetapi juga harus dibantu agar mempunyai
hasrat yang lebih kuat untuk sembuh dari
penyakit yang dideritanya.

Meningkatnya tuntutan terhadap
dokler timbul akibat perubahan yang
te{adi dalam hubungan dokter dengan
pasien dimana kedudukan pasien yang
semula hanya sebagai pihak yang
bergantung pada dokrer dalam menentukan
cara pengobatan (terapi) kini berubah
menjadi *sederajad" dengan dokter_
Denganh demikian dokter tidak boleh lagi
mengabaikan pertimbangan dan pendapat
pihak pasien dalam memilih cara
pengobatan. Dari dokter dituntut suatu
kecakapan ilmiah, karena itu dokter lebih
dipandang sebagai ilmuwan yang
pengetahuannya sangat diperlukan untuk
menyembuhkan belbagai penyakit.
Kedudukan dan peranan dokter tetap
dihormati, tetapi tidak lagi disertai unsur
pemuJaan.

Tuntutan ganti rugi terhadap dokter
bilamana pasien merasa dirugikan dalam
pelayanan dokter akibat malprakxrek
bukanlah suatu ancaman terhadap profesi
kedokteran, dan penarapan hukum di
bidang kedokteran tidak dimaksudkan

sebagai intervensi profesi dan sangatlah
berlebihan bilamana profesi kedokteran
merasa kekhawati ran terhadap kehilangan
martabatnya mana kala mereka juga diatur
oleh hukum dalam menjalankan
profesinya.

Kode etik kedokteran Indonesia
pada saat ini belumlah cukup presentatif
untuk mengatur dan mengawasi prcstasi
dokler dalam menjalankan profesinya,
sedangkan kondisi masyarakat pasien saal
ini semakin kritis dalam menuntut dan
menyutrakan perlindungan hukum
terhadap perilaku profesi kedokteran yang
dilakukan diluar standar profirsi, yang ia
miliki. Sehinsga yang perlu diperhatikan
pada dewasa ini yakni, tanggung jawab
hukum serta kesadaran hukum dokter di
dalam menjalankan profesinla.

Permasslahen
Dari dasar pemikiran tersebut di atas

dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai
berikut :

l .  Aspek hukum Perdata dalam
hubungan dokter dan pasien.

2. Tanggung jawab hukum Perdata
dari dokter dalam hal teriadinva
malpraktek.

Pernbahasan
I. Aspek Hukum Perdata Hubungan

Dokter dan Pasien
Hubungan dokter dan pasien

adalah hubungan keperdataan yang
sudah diatur dalam KUH Perdata,
khususnya buku ke l l l  tentang

Akibdt Malprartek dalam Profesi Kedo*teron
(Suttlr Tinjauan Huhlm Pe.dsto)
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perikatan pada umumnya. Dimina
doktei memberikan 'bantuan .medis

atas dasar persetujuan &tas dasar
persetujuan dokter yang
bersangkutan dengan pasiennya atau
pihak ketiga selaku wali si Pasien,
untuk persetujuan tersebut oleh
KUH Perdata dalam pasal l313
disebutkan : Suatu Perbuatan Ysng
mana satu orang rtau lebih
mengikatkan dirinya terhadap sstu
orang lain atau lebih.

Hubungan dokter dan Pasicn
di mulai ketika dokter mengadakan

' pcnawaran umum (oPen bare
aanbod) melalui papan nama Yang di
pasang di tempat prakteknYa untuk
menerima perawatan atau
pengobatan dari doktcr '^ Yang
bersangkutan, maka dalam hal ini
pasien dianggap teloh menerima

i ^ penalvaran. Sejak saat ilu antara
doktcr dan pasien telah, terjadi
persetujuan seperti yang dimaksud
di dalam pasal l3l3 di atas,
walaupun tidak dibuat secara
tertulig perjanjian itu tetap
mengikat para Pihak Yang
membuatnya sebagai Undang-
Undang (asas pacta sun servanda)
asalkan perjanjian itu dibuat secara

.. sah, pasal 1338 aYat I dan
dilaksanakan dengan itikad baik
pasal 1338 ayat 3: .Untuk sahnYa
perjanjian telah. diatur dalam pasal
1320 KUH Perdata antara lain

disebutkan : (R. Subckti dan R.
,Tjitrosudibio, 1985:305 )

L Adanya kata sepakat
2, Kecakapan para pihak
3. Obyek tertentu.
4. Kausal yang sah

Apabila syarat-sysrat tersebut
. semuanya telah terPenuhi; rnaka

persetujuan antara dokter dan pasien
itu melahirkan suatu perikatan
scbagai mana diatur dalam Pasal
1233 KUH Perdata yaitu : Tiap-tiaP
perikatan dilahirkan baik karena
persetuj uan, baik' karena Undang-

'.: Undang. Labirnya pcrikatan -,ini
membawa akibat adarrya kewajiban
dan hak dokter dan pasien secara
tirnbal balik, yritu ke\ /ajiban dari
dokter merupakan hal bagi si pasien
dan sebaliknya kewajiban dari
pasicn merupakan hak bagi dokter.
a. Kewajiban dan Hak Doktgr' 't

Menurut pendapat Fled
Ameln, kewajiban-kewajiban

'dokter (de baropes pliclxen vant
de arts\) dibed;tan &lam tiga
kelompok; antara ,lain' : (Frcd
Ameln, 1989:5 )
l. Kewaj ibm-kcwaj iban yang

berhubungan dengan fungsi
sosial (health care). Dalam
melakukan kewajiban disini
seorang " dokter harus

' memperhitungkan faktor
' kepentingan masyarakat

misalnya:
mempertimbangkan untuk

AHb.a A.lfuartcl dalaa hofcsi KcdoLteron
(Stota Iiajouaa Hutur. P.rdata)
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tidllt menulis suatu rcsep
untirk obat-obatan yang tidak
begitu perlu.
Kewajiban:kewajibarr yang
berhubungan dengan hak
pasren, kewajibsn dokter
unfuk memperhatikan dan
rhenghormati hak-hak pasien,
misalnya dengan
membcrikan informasi
kepada pasien tentang
penyakit yang dideritanya,
tindakan medis yang
dilakukan, akibat dan resiko

. .., dari tindakan tersebut,'' menjaga tahasia.pasien dan
sebagainya_

3. a. Kewaj iban-kewaj iban
yang berhubungan
dengan standar profesi

' , ' kedokteran, suatu
' tindakan medis seorang

dokter sesuai degan
.' slandar profCsi dokter

jika dilakukan sccara
r" teliti sesuai stender
]. medis,, sebagai seorang

dokter yang ' memiliki
kcmainpufir . . "averace"

. ' dibnndingkan dengan
', doktcF.dokter dari
"! 'kategori keahlidri medis
,.. ; yang sama dalam situasi

kondisi ,yang sama
dengan sarana upaya
yang memenuhi
perbandingan tujuan

kongkrit tindakan medis
' terscbut:
b. Kewajiban.kewajiban

yang timbul dari standar
profesi kodokteran yang
termasuk drlam hal ini .
l ) .Terus menerus

menamba h
pengctahuan medis,
mengikuti
pe rkembangan ilmu
kedokteran pada
umumnya dan ilmu
pengetahuan yang
bcrhubungan dengan
tindskan medis.

2 ) Selalu membuat
rekam medis yang

'baik secara kontinyu
yang berkaitan dengan
keadaan paslen:

'diagnosa, terapi,
nwayat medis dan

2.

hal-hal
berhubungan
penyakit

yang
dengan

dan
porawatan pasien.

Menurut Fred Arheln hak-hak
dalam profdsi' dokter adalah
sebagai berikut : (Fred Ameln,
'1989:18) ,
| . Hak bekerja metrurut standar

profesi mcdis yang ia miliki.
2. Hak menolak melaksanakan

tindakan medis yang ia tidak
dapat mempertanggung
jawabkan secara profesional.

A*lDo lfelprchzh dalcn hoteti fcdottcrar
(Sa r Ti',jottr Hrhyn p.rdara)
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3. Hak untuk menolak suatu
tindakan medis Yang menurut
suara hatinYa (concience)

, t idak 'baik dan wajib
menunjuk scorang dokter
lain.

4. Hak mengakhiri hubungan
dengan seorang pasien jika ia
menilai kerj a sama dengan
pasien sudah tidak lagi ada
$rnanya (Geen zinvolle
samenvbrking).

5. Hak atas "prevace" dokter,
pasien harus menghargai dan
menghormati hal-hal yang

J menyangkut "privacy"
dokter.

6. Hak atas "itikad baik" dari
' pasien dolam Pelaksanaan

tindakan medis Yang
- diberikan.
- 7. Hak atas ,balas jasa (ari

paslennya.
8. Hak zt s'jAir play" dalam

menghadapi Pasien Yang
tidak puas terhadapnya.

9. Hak untuk membela diri.
,10. Hak memilih pasien, hak

tersebut ini sama sekali tidak
, merupakan suatu hak mutlak.

I l. Hak menolak mcmberikan
keterangan tentang Pasien di
Pengadilan
(verschoningrecht van de
arts).

Kewaj iban dan Hak Pasien
' ; "Kewaj iban-kewaj iban

pasien menurut. Fred Ameln
adalah sebagai berikut :
l .  Kewajiban .,  untuk

memberikan informasi
kepada doktpr sehingga
dokter. mempunyai bahan
yang cukuP untuk
mengadakan aoslisa tentang
keluhannya atau
penyakitnya.

2. Kewajiban untuk
melaksanakan Perintah
dokter 

' 
dalam rangka

perawatan,dan Pengobatan.
3. Kewajiban untuk

. menghormati "P'rivacY"
dokter.

4. Kewajiban untuk
memberikan imbalan jasa
dokter dan biaya-biaya
lainnya.

5. Kewaj iban untuk mentaatl
peraturan intcrn rumah sakit
bila mana si pasien rawat
inap pada rumah sakit.

F{ak-hak, paqien dalam
hubungannya dengan dokter

. adalah berangkat dari hak-hak
asasi manusia, sedangkan hak-
hak pasien itu antara lain :
l. Hak , atas .p€layanan dan

p€rowatcn kesehatan, dalam
menuntut hak ini harus
memperhatikan faktor,
geografis garana dan

Atib.,'rlahr.l,tc* aatan holcti fcdorraar
(Suotu Tinjtuqn HalQn Pcrdoto)
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A*iQqt Dllpatt€t dalaa prolcti trcdohtean
(Saotu Titjauin IIuhtt, Pcrdoro)

prasarana, finansial (asuransi
k€rghatan), kualitas tenaga
kesehatan ,. dan sarana

. kesehatan. .Hak .tersebut di' atas bersumber pada hak
dasar : sosial (the right of

, health care). Selanjutnya hak
yang tersebut di bawah ini
bersumber pada hak dasar
individu (the take of self
determenation);

2. Hak . memilih sarana
kegphatan;

3. F{ak memilih dokter;
4. Hak mendapat informasi dari

dokter yang bersangkutan
yakni meliputi : Diagnosa,

i cara p€nanganan, cara kerja,
rcsiko, keuntungan,
kcmungkinan alternatif
tindakan medis, prognasa
(ramalan tentang jalannya
penyakit. Dokter dalam
me mberikan informasi harus
memperhatikan kemampuan

, "average" rata-rata dari
PAsien..
Penjelasan dokter ditentukan

., oleh . pengalama4 dan ilmu
medis yang dimil ikinya.
ApEbila ,., pasien tidak
mempunyai kemampuan rata-
rata untuk mengerti
penjelasan dari dokter

.. tersebut, maka dokter harus
memberikan penjelasan
sesederhana mungkin sampai

dimengerti pasien yang
bersangkutan.

5. Hak memberikan persetujuan
atas perawatan atau tindakan

. medis. Hak ini timbul setelah
adanya informasi yang cukup
dari dokter. Dalam keadaan
tertentu dokter dapat
mengabaikan pemberian
persetujuan, apabila pasien
tidak dapat mencntukan

'rsendiri kemampuannya,
misalnya pasien tidak
sadarkan diri dan tindakan
medis tersebut merupakan
tindakan penyelamatan jiwa
(l rfe sav ing').

6. F{ak untuk menolak seluruh
tindakan medis. r

7. Hak untuk mengakhiri
pengobatan atFu perawatan;

8. Hak mcndengar pendapat
', dokter lain atau konsultasi.

Hak-hak tersebirt di atas
bersifat .. universal dan
melekal pada diri pasien dan
hak-hak pasien tersebut perlu
mendapat perlindungan
hukum.

Perjanj ian Terapiutik
Hukum perjanjian

memberikan kebebasan untuk
menga{akan perjanjian berisi
apa saja, asal .{idak melanggar
kesusilaan dan ketertiban
sebagaimana telah diatur dalam

c.



pasal 1338 KUH Perdata aYat
(I) "semua perikatan atau
perjanjian yahg dibuat secara
sah 'berlaku sebagei Undang-
Undang bagi yang membuatnYa
dan dalam hukum perjanjian

- berlaku asas konsensualitas
yaitu : perjanjian dan perikatan
itu timbul itau:lahir sej ak saat

; ' fercapainya kesepakatan.
., Ada dua rnacam bentuk

perjanjian : (Slvia,'l 990:42)
1. Resultaatsverbintenis,

perjanjian untuk
menghasilkan' s€suatu.
Dalam perjanjian ini harus
menghasilkan sesuatu yang
secara tegas telah disePakati
beisama.

2. Inspanning verbintenis,
pe4i anjian tnluk melakukan
upaya t€rtentd. Dalam
perjanjian ini, pihak yang
harui berupaya secara
maksimal untuk mencapai

' tujuan yang, diminta pihak
" yang lain narnun tidak

diisyaratk?in hirsilnya.
Perjanjian yang timbul

dari hubungan dokter dan Pasien
disebut tiansalfsi terafiutik dan
diketagorikan sebagai

. inspanning |erbintenis, yaitu
suctu pcrikatan. yang harus

' dilakukan dengan hati-hati dan
usaha keras' (met zork
e n is p an i ng). Karena prestasinya

bcrupa suatu upaya, maka
hasilnya belum pasti karena itu
tidal dihasilkan hasil, akibarnYa
apabila upaya ittr gagal dalsm
arti pasien tidak menjadi
sembuh dan bahkan meninggal
dunia, hal ini merupakan suatu
resiko yang harus dipikul baik
oleh dokter maupun oleh pasien.

Dalam hdl tertentu
perjanjian dokter pasien dapat
puki diketagorikan sebagai
" Resultaat sverbintenis" , yaitu
perjanjian untuk menghasilkan
sesuatu seperti' yang telah
disepakati bersama; misalnya
suatu perbuatan giSi Palsu
preteshe, kaki, lengan dan
operasi plastik, disini dokter
harus menghasilkan scsuatu
yang s€perti telah dijanjikan

'kepada .' 
pasien. AkibatnYa

apabila gagal daldm melakukan
yang 'telah disePakati dan
rnenimbulkan suatu kerugian
baginya, dalam hal ini dokter
dapat dikatakan telah melakukan
wanprestasi dan pasien dapat
menuntut ganti kcrugian atas
dasar p€rsetujusn untuk
dilakukan tindakan medis yang
dilakukan.

Penerapan
Teihadap
Kcdoktcran

KUH Perdata
'Malpraktek

d.

Arlbnt LltFata.* daloa holcsi Xcdoltaan
(Sra,tu ndorrn Ht*un Pcrdato)
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Malpraktek . berasal dari
kata "mal- (bahasa Latin),
berarti salah atau buruk,
sgdangkan "practice" (bahasa
Inggris) yang berarti praktek
dan istilah malpractice tntuk
menunjuk suatu kesalahan yang

,dilakukan oleh kaum
profesipual, sedangkan menurut
Drs. Peter Saling dalam butunya
The (:ontemporaly English
Indonesia Dictionary,
Malpractice berarti perbuatan
atau tindakan yang salah juga
beraqli sikap tindak yang keliru.
Jadi malpraklek. , $edokteran
adalah merupaka4 .prgkrek atau
tindakan yang salg,[ pj$ seorang
profesi dq\19f..,,, yang
mengakibatl;an kqqagalan di
dalam melaksanaken p4ofgsinya,
serta menimbultan kerugian
pada mereka yang menggunakan
jasa profesi terseb.ut.

Suatu kesalahan dalam
melaksanakan profesi depat
disebabkan oleh karena (Sorjono
Soekanto & Loebby Luqman,
1985: l2 )
l. Onvoldoende

&en ri.r/kekurangan
pengetahuan

2. Onvoldoq.1de
ervaringlkekurangan
pengalaman

.3. Onvqldoende
inzig4tlkekulranean
pepger!an

Ketentuan malprakt€k
kedoltqran juga dapat dilihat
dalam pasal ll Undang-Undang
No. 6 Tahun 1963 tentang
Tenaga Kesehatan yang
menyatakan :
Dcngan tidak mengurangi
ketentuan-ketentuarr .. di dalam
KUHP dan pcraturan pcrundang-
undangan yang lain, m&ka
terh4dap tenaga kesehatan dapat
dilakukan tindakan-tindakan
administrasi sebagai berikut :
a. Melalaikan kewnjiban
b. Melakukan suatu hal yang

seharusnya tidak boleh
diperbuat okh tenaga
kesehatan, bail. mengingat
sumpah jabatannya maupun
mengrngat sumpah sebagsi

. tenaga.kesehstan.
c. Mengabaikan sesuatu yang

seharusnya dilakukan oleh
tensga kesehatan.

d. Melanggar suatu ketentuan
mcnurut atau berdasartan
Undang-Undang ini.

Kemudian di dalam
Undang-Undang kesehatan yang
baru, yakni Undang-Undang No.

.23 Tahun l99tl tindakan
Malpraktek disebutkan dalam
pasal 54 yang isinya sebagai
berikut :

trolg N!t, Scrioro



(l) Terhadap tenaga kesehatan
yang melakirkan kesalahan
atau kelalaian dalam
melaksanbkan profesinya
dapat dikenakan tindstan
disiplin. Kemudian dalam
penjelasan umumnya
menyebutkan tindakan
disipl in dalam ayat ini
adalah salah satu tindakan
administratif misalnya
pencabutan ijin untuk

. jangka waktu tertentu atau
hukuman lain sesuai

' dengan kesalahan atau
kelalaian yang dilakukan.

(2) Penentuan ada tidaknya
kesalahan atau kelalaian
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (l) ditentukan
oleh Majelis Disiplin
Tenaga ' . Kesehatan.
kemudian dalam penjelasan
umumnya menyebutkan :
untuk memberikan

'perl indungan yang
scimbang drin obyektif baik

' kepada tenaga kesehatan
maupun pihak penerima
pelaya an kesehatan,
pertimbangan ada tidakbta
kesalahan atas penerapan
standar profesi dilakukan
oleh 'sebuah Majelis.

', Majelis ini tidak hanya
terdiri dari tenaga
kesehatan saja, tetapi juga

tenagd bidang lain yang
i bitkaitan dengan masalah

yang dihadapi seperti ahli
hukum, ahli psikdlogi, ahli
sosi<iloii, ahli agama yang
diketuai '  oleh seorang
Sarjana Hukum.

(3) Ketentuan mengena!
pembentukan tugas, fungsi

'dan tata kerja Majel is
Disiplin Tenaga Kesehatan
ditetapkan dengan
keputusan Presiden.

Dari Undang-Undang
Ksehatan yang baru ini ada
kemaj uair, untuk memberikan
perlindungan hukum yang
seimbang antara pemberi jasa
kesehatan (dokter) dan penerima
jasa kesehatan (pasien) hal ini
terlihat adanya pembentuksn
Majelis Disiplin Tenaga
Kesehatan yang dirasakan lebih
demokratis karena unsur yang
terkait di dalamnya terlibat, di
dalam ' memberikan nilai atau
memutuskan masalah yang
dihadapi, yakni ada tidaknya
malpraktek dari tindakan dokter
yang dilakukan. Sehingga
indepensi dati Majclis Disiplin
jelas ada.

Pasal-pasal dari pada
KUll Perdata yang efektif dalam
penerapan huktim terhadap
terjadinya malpraktek dokter

ffi
Ahlb:at ltotprohreh dalon Prclcti Kcdokleran 100
(Suatu Tinjauor Eu*sm Pc.dato)
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dari tindakan medis yrng
dilakukan yakni :
l. Pasal 1365 disebutkan "Tiap

perbuatsfl melanggar hukum
yang membawa kerugian
pada seorang lain,
mewajibken orang yang
karena salahnya menerbitkan
kerugian itu menggrnti
kcrugian tersebut".

Untuk pengertian
perbuatan melawan hukum
dapat kita lihat dalam Arrest
Hogeraad 3l Januari l9l9
adalah "Berbuat atau tidak
berbuat yang molanggar hak
orang lain, dan yang
bertentangan dengan
kewajiban hukum, kesusilaan
atau . kcpatutan dalam
masyarakat, baik. terhadap
diri sendiri ataupun benda
orang lain". Kesalahan di
sini diartikan Iuas yaknr
meliputi kesengajaan,
kclalaian kckurang hati-
hatian, Untuk. kesalahan
dokter dalam menjalankan
profesinya pada dasarnya
bcrtumpu pada kesalahan
y&ng berkaitan dengan
kewajiban-kcwajiban yang
timbul karena profesinya
stau kewajiban profesional
yang termasuk di dalamnva
adalah standar profesi.

Jadi perbuatan
melawan hukum y8ng
dilakukan oleh dokter di
dalam menjalankan
profesinya
dikategorikan

dapat
sebagai

malpraktek mcdis bilamana:
(Si lv ia,  1990:48)
l) Melakukan p€rbuatan

yang bertentangan
,dengan kewajiban
profesional.

' 2) Melakukan tindakan
medis yang tidak sesuai

' dengan standar profesi
medis.

3) Pelanggaran terh&dap
hak-hak pasien.

4) Melakdtan perbuatan
' yang bcrtcntangan

dengan kepatutan atau
eti s.

5) Melakukan perbuatan
" yang bertentangan

dengan kepatutan dalam
" masyarak&t.

2. Pasal l37l KUH perdata
disebutkan: "Penyebab luka
atau cacatnya anggota badan
dcngan scngaja atau kurang
hati-hati memberikan hak
kepada ,si korban untuk
penggantian yang disebabkan
oleh luka atau cacat tersebut,
juga pcnggantian kerugian
ini , di nilai menurut

Attbtt E.h?.*rch dolaa Proled Kdottcraa
(Surtu Tiniotar Hu*an P.rdott)
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kedudukan dan kemampuan
kadua belah pihak dan
rnenurut keadaon".

Dari pasal ini,
tindakan medis dari dokter
yang'melakukan kesalahan
berupi kcsengajsan ataupun
kurang berhati-hati nya dalam

, tindakannya sehingga
menimbulkan luka atau
cacatnya hnggota badan dari
pasiennya mama pasien yang
dirugikan demikian dapat
menuntut ganti rugi. Hal
yang dcmikian ini juga diatur
dalam Undang-Undang No.
23 Tahrin' 1992 pasal 55
menyebutkan :
(l) Setiap orang berhak atas

ganti rugi akibat
' kcsalahan atau kelalaian

yang dilakukan tensga
kesehstan. kemudian
dalam penjelasan umum
disebut : "Pemberian
hak stas ganti rugi
merupakan suotu upaya
untuk memberikan
perlindungan bagi setiaP
orang atas suatu akibat
yang timbul, baik fisik
maupun non fisik karena
kelalaian tenaga
kesehatan. Perlindungan
ini sangat penting
karcna akibat kelalaian
atau kesalahan i tu

mungkin dapat
'menycbabkan kematian
' atau menimbulkan cacat
yang porrnanen, yang
dimaksudkan dengan
kcrugian fisik hilangnya
atau tidak berfungsi
seluruh atau sebagian
organ tubuh scdangkan
kerugian fisik berkaitan
dengan
seseorang.

martabat

Ada perubahan mendasar
dengan hadirnya Undang'
Undang Kesehatan baru ini
yakni dengan adanya Penilaian
tcrhadap kesalahan atau

. kelalaian yang dilakukan oleh
; tenaga kesehatan (dokter) yang

semula kesalahan Yang terjadi
dibcbankan kepada pasien yang
notabene keawaman Pasien
dalam hal medis ssngatlah
minim, sehingga sangatlah tidak
mungkin untuk menilai atau
menunjuk kesalahan atau
kelalaian. Sekarang ini penilaian
ataupun pembuktian kesalahan
atau kelalaian yang dilakukan
tenaga kesehatan (dokter)
dibebankan kepada Majelis
Disiplin Tenaga Kesehatan,
sebagaimana diatur dalam Pasal

' 54 ayat (2) Undang-Undang No.
23 Tahun 1992.

AHt t l|rpr.Ael dolaa holcri Kcdoltercn
(Srsta nrjauan Etrlun Petdoto)
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IL Tanggung Jawab Hukum Pendata
Terhadap Dokter yang Melakulran
Matpraktelc

Tanggung jawab. hukum dari
dokrcr tertadap pelaksanaa profesinya
dapat dibedakan:
a. Tanggung jawab terhadap

ketentuan-ketentuan profesional
yaitu etik profesi.

b. Tanggung jawab . terhadap
ket€ntuan{aetentuarr hukum antara
lain:' Hukum rPcrdata, Hukum
Pidana" ;I{ufffil Administnsi.
Terjadinyr rmlpraktck .akan

, riqdrimbulksn $nkqi s€su&i @aFn
. ': nifa,'dan ",bentuk. sangqi ..masing-

masing' bidang. tc$*ut di das,
'' kemudian dalam bahasan ini

dibicarakan teatang tanggung jawab
, hukrxr prdaa dari dokter yimg

mclalnd<an rnalF*tck di dalam
mmjalankan profesinya.

Pada dasamya, pcrtanggung
jawabar perdata' dari doktcr bettqiuan
unnrk mcrnperoleh kompcnsasi atas
kerugian yang diderita" disamping uutuk
:rnencegph terjadirrya: hal-hal yang tidak
diinginkan dari profesi ,dokter .yang
menjalankan pmf,esinya Tuntutan ganti
rugi dari pasiefl torhldap akibot kesalahan
atau kelalaian (md praktek) yang
dihkukan tenaga kesehatan (dokrcr) juga
diatur dalam .UU Kesehaen yang baru
yakni Undang-Urdanj Nomor 23 Tahun
1992 pasal 55 ayat (l). Kernudian di dalarn
ayat(z) disebutkan: 'Ganti ruCt

sebagainana dimaksd dalam ayet (l)
dilaksanakan sesuai dcngan p€ratuaart
perundangundangm yang bedaku".

Sehubungan dengan tanggung
jawab hukum dokrcr di dalam hukum
perdata ini, maka ada 2 (dua) bentuk
pertanggungiawabon dokter yang pokok,
yaitu :
a. Pertanggungiawaban atas kcrugian yang

discbabkan karena umprctasi &n
b. Pertanggungiarmbon atas kerugian yang

disebab&an karcna pcrbuafsn melawan
hukum.

Tindakan medis yadg sesusi'dongan
standsr profesi medis, 

- 
tidak moyu

dipandang scbagai srutu kewajiben yang
sc.kaligus merupakan hal(.bak dari doktcr,
t€trpj juga harus bcnar-benar disadari
sc@gai tansgung jawab dokter di dalam
mdnjalankan profesinya Tanggung jauab
pnofesional dalam arti tsngurg Fwab
yang didasar*an pada kewqiiban
profesional tidak dcngan scndirinya
merupakan tanggung jawab hukura. Ini
berarti apabila doktcr melakukan kesdahan
dalam mcnjalmkan profesinya ia dapst
menuntut haknya terlebih dahulu
mcrnenuhi tindakan scsuai dcngan standar
profesi medis, namun jika ternyaa ia tidak
bertasil memenuhinya barulah dapat
dipertanggung jarmbkan menurut
keEntuanm hukum yang berlaku yaitu
mengganti kerugian.

Ganti rugi (pasien) akibat
malpra.ktek dokter bilemana didasarkan
poda pcrtuatan .melaran hukum, pasicn
hendaknya dapot membuktikan bahwa

A*ibat lu.lprstrch dalqm Prof.ti Kedohtatn
(Suqtr. T,riatoi Hurati P.rdatt)
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kenrgran yang didcritanya discbsbkan
kar€na kesalshsn tindakan dokrer yaitit :

l. Bertent$gm dengan kewajiban
profesional, atau

2. Melanggar hak pasien yang
timbul dsri kewejiban
profesionalnya, atau

3. Bertentangan dengan kesusilaan,
SIAU

4, Scrtcntmg8n dengnn' k€pdtutan
dalam masyarakat

Tpnggmg jawab huldmm karena
kesalahan ini bersandarkan pada tiga
prinsip yang telah diatur &lam pasal 1365
KUH Perdata y{E berburryi: "TiaP
pabuaian yang m€lan8:gar hukum, yang
mcdrbawa kerugian poda orang 'lain
mcwajibkrn orang yang karena selahnya
menerbitknfl kerugian in4 menggwtti
kerugian tcrsebuf'. Kemrdian pasal 1366
KUH Perdu yang berbunyi : "Setirp
oraqg bertanggqrg jawab tidak saja urfut
kcrugian yang disebabkan karen& kelabim
atau krrang hati-harinya. Kemudian pasal
1367 KUH Perdata yang berburl :
*Soorang tidak saja bcrtrrygmg lnwl
untuk kerugian yang disebabkan karcna
perbuabnnld scrdiri tebpi juga untuk
kenrgian yang disebabkan l@sna
perbuatan onng-orang yang menjadi
tanggmgenrrya aiau disebobkan orang-
orang yang berada di bowah
pengawasannya".

Ganti rugi (pasien) akib&t
rnalpraktek dokter bila&ana didasa*an
wanprcstagi iiia*6 ff|sien hants mernputryai
bukti-bukti kerugian skibat tidrk

dipenuhinya kewajiban dokrcr sesr.rai
denpn stsrdsr proftsi medis y8ng berlaku
dalam kontrak terapeutik. Wanprestasi
dfuini b€rarti :

l. Tidak rncmcnuhi prcstasi sama
sekali, atau

2. Terlambot merncnuhi Prsstasi,
atau

3. Memenuhi pttstasi sccara tidak
baik.

Namun jika dokter tidak t€pot pada
w,rktunys memenuhi kcrwjibannya bukan
berarti bahwa dokter tidak berprestasi sama
sekali, sebob tidat berprestasi sama sekali
dapot diartilon apabila pemenuhan gestasi
itu tidak ada manfaatnya. sama sckali bagi
pasien pendcrita.

Pertdnggungiawabon atas kerugian
sebogai akibat wanprestasi, pasal yang
efektifdari KUH Perdata adalah l37l yang
beftunyi : "Penycbdon l'.ka atau cacatrya
sesustu anggota badan dengan sengaja atau
karena kurang hati-hati memberikan hak
kcpada si korban mtuk selain penggantian
biaya$iaya peny€rtnbuhan, mcnuntut
penggmtim kerugian discbabkan ktlcna
luka afau cacat ters€but".

Yang perlu mordaparkan dalam hal
tanggwrg ja*ab hr*um doktcr hendatnya
dapot dipisahkan antara dokter yang
mcajalankan praktek swasta datr dolftr
yans bkerjs sebagai pegawai rumah sakit.
Mcngapc dsnikian, karcna mernpunyai
pertanggungiawaban yang beftcds
terhadap malpraktek yang teriadi.

. . . . . , .

Altbat ll.tprortc* dalom holcti Kcdo*tcrcn
(S'gett Tinjq.on E ra'' Perd.la)
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Penutup
Kode etik kedokteran Indonesia

pada dewasa ini belumlah cukup presentif
untuk mengatur dan mengawasi dolter di
dalam menjalankan profesinya. Untuk itu
dokter di dalam menjalankan profesinya
dituntut tanggung jawab terhadap ilmu
kedokteran juga dituntut adanya tanggung
jawab hukum di dalam profesinya.

Tanggung jawab hukum terhadap
profesi dokter tidak dimaksudkan sebagai
intervensi profesi, akan tetapi untuk
memberikan perlindungan hukum baik bagi
pa.sien maupun doller itu sendiri di
samping itu tanggung jawab hukum dokter
diharapkan menumbuhkan tingkat
kesadaran hukum para dokter yang
menjalankan profesinya.

Hubungan hukum antara dokter dan
pasien tegadi pada saat pasien menerima
penawaran tmum (openbare aanbod) yang
dilakukan oleh dokter.

Hubungan hukum yang t€rjadi
antara dokter dan pasien lazim disebut
dengan kontrak ataupun transaksi
"terapeutik" yaitu suatu perikatan yang
harus dilakukan dengan hati-hati dan usaha
keras.

Hubungan hukum yang terjadi akan
membawa akibat hadirnya hak dan
kewajiban antara dokter dan pasien, hak
dan kewajiban ini berlaku secara timbal
balik yakni hak bagi pasien merupakan
kewajiban bagi dokter dan sebaliknya, hak
bagi dokter merupakan kewajiban bagi
pasren-

Akibat malpraktek dokter atas
profesinya membawa konsek'uensi terhadap
tanggung jawab dokter atas profesinya
tersebut, baik berupa tanggung jawab
terhadap etik kedokteran maupun berupa
tanggung jawab hukum baik secara pidana,
perdata dsn admin istrasi.

Tanggung jawab hukum perdata
dari dokter atas profbsinya yang melakukan
kesalahan, kelalaian (malpraktek) atas
profesinya membawa akibat adanya
tuntutan ganti rugt dari pasien yang merasit
dirugikan. Tuntugn gantr rugi yang
dimaksud dapat didasarkan atas dokter
telah melakukan *amprestasi atau dokter
telah melakukan perbuatan melawan
hukum.

Tuntutan terhadap tindakan medis
yang sesuai dengan standar profesi tidak
hanya dipandang sebagai suatu kewajiban
yang sekaligus merupakan hak dari dokter,
tetapi juga benar-benar harus disadari
sebagai tanggung jawab dokter dalam
menjalankan profesinya. Tanggung jawab
profesional dalam arti tanggung jawab
yang didasarkan pada kewajiban
profesional tidak dengan sendirinya
menimbulkan pertanggungiawaban hukum-
Ini berarti bilamana dokter melakukan
kesalahan dalam menjalanl.an profesi ia
dapat menuntut haknya terlebih dahulu
memenuhi tindakannya s:suai dengan
standar profesi medis yang ia miliki.
Namun jika ternyata ia memiliki. Namun
jika temyata ia tidak berhasil
memenuhinya, barulah dapat
dipertanggung. jawabkan menurut

Ahibat Malprqtt.* dqlam Prof.si t.dohteran
(S,.att Tinja.sn Ht hun Perdata)
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ketentuan hukum yang berlaku yaitu untuk
mengganti kerugian atas tindakan
profesinya
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